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Abstract. Regional independence in the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization is an issue faced 

by every Regional Government, because regional needs (fiscal need) that are not balanced with fiscal capacity (fiscal 

capacity) will lead to fiscal gap (fiscal gap). Local Government is demanded to be able to increase PAD without violating 

norms by optimizing the existing potential. The main indicator of the progress of a region is through the economic growth of 

the region. This is illustrated from the economic growth rate of Manado City to be one of the regions that has experienced a 

significant increase in PAD and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contribution of local taxes and 

regional levies on local own-source revenues, the effectiveness of PAD and the degree of fiscal decentralization in Manado 

City in 2012-2018 and trends during 2019-2025. The method of data analysis used in this study is the method used in this 

study is research by combining two forms of research namely qualitative research and quantitative research. The results of 

the study that the trend of the contribution of local taxes and levies on local revenue tends to decrease while the effectiveness 

trend and the degree of fiscal decentralization has increased. 
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Abstrak. Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh 

setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapisitas fiskal (fiscal 

capacity) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (fiscal gap). Pemerintah Daerah dituntut harus dapat meningkatkan PAD 

tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalisasi potensi yang adaIndikator utama kemajuan suatu daerah 

adalah melalui pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi Kota Manado 

menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi signifikan. Tujuan dalam penelitian 

ini yaitu untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, efektifitas PAD 

dan derajat desentralisasi fiskal di Kota Manado pada tahun 2012-2018 dan trend selama tahun 2019-2025. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan 

menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian bahwa trend 

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerahterhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan sedangkan 

trend efektifitas dan derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang 

dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan 

kapisitas fiskal (fiscal capacity) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (fiscal gap). Pemerintah Daerah dituntut 

harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalisasi potensi yang 

ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi 

pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip value for money serta dilakukan secara komprehensif 

dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan 

peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip stewardship dan 

accountability. 

Diskusi mengenai manajemen daerah juga terkait erat dengan penilaian kinerja pengelolaan keuangan 

daerah. Untuk mengukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah itu sendiri, digunakan beberapa 

pendekatan yang berbasis rasio-rasio keuangan daerah sebagai gambaran pertanggungjawaban APBD terhadap 

kewenangan yang dilimpahkan, Adapun rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian 

keuangan daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal), Rasio Kontribusi, Rasio Efektivitas dan Rasio Trend Linear. 

 Tingkat pertumbuhan PAD memiliki tren yang positif. Meskipun demikian, peneliti masih merasa perlu 

dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk meneliti sejauh mana perkembangan PAD dan bagaimana 

kontribusinya terhadap pembiayaan APBD Kota Manado. Potensi sumber-sumber PAD berkaitan langsung 

dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali 

sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama PAD Kota Manado. Banyaknya 

kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD menunjukan semakin tinggi tingkat kualitas otonomi daerah dan 

semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado 

pada tahun 2012-2018 dan trend kontribusinya selama tahun 2019-2025?  

2. Bagaimana efektifitas pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2012-2018 dan trend efektifitas 

selama tahun 2019-2025? 

3. Bagaimana derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Manado pada tahun 2012-2018 serta trend desentralisasi 

fiskal selama tahun anggaran 2019-2025? 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Otonomi Daerah 
Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 junto Undang-undang nomor 

32 tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundangundangan. Pemberian kewenangan itu sendiri didasarkan kepada azas desentralisasi dalam 

wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini tentunya 

diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan juga didukung oleh 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

 

Kemandirian Keuangan Daerah 
Cohen (2016) menyatakan semakin besar jumlah penduduk maka suatu daerah akan menuntut pemerintah 

untuk mencukupi kebutuhan fasilitas publik. Adanya tuntutan tersebut maka pemerintah daerah akan 

meningkatkan kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhannnya.  Sumber  daya  alam yang  dimiliki  suatu  

daerah  akan  menentukan  tingkat  penerimaan  daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari sumber daya 

alam masing-masing daerah, tentunya mengindikasikan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah 

mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Taryoko, 2017: 7). Hal  tersebut  mempunyai  dampak  yang  nyata  

terhadap kenaikan  pendapatan  asli  daerah  yang  merupakan  faktor  utama  dari kemandirian keuangan daerah 

(Imawan dan Wahyudin, 2015 : 149).  
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Pendapatan Asli Daerah 
Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Otonomi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundanganperundangan, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah 

pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan 

prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan 

terpadu, secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, 

mengurangi beban pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat 

lokal. Jadi dengan otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat.  Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah 

dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusimasing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan 

seberapa efektifnya target-target perencanaan terhadap realisasinya serta dengan pola data masa lampau dipakai 

untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk dimanfaatkan sebagai perencanaan masa yang akan 

datang, yaitu melalui: 

1) Analisis Kontribusi 

 Untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber APBD terhadap total APBD, kontribusi 

masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total 

pajak daerah, kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah, dan kontribusi 

masing-masing BUMD terhadap total bagian laba BUMD. 

2) Rasio Efektivitas 

 Rasio efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan 

sektor publik. Pengkuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau 

target pendapatan. 

3) Analisis Trend Linear 

 Analisis trend ini digunakan untuk mengetahui pola data masa lampau, sehingga dapat digunakan untuk 

mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan di masa lampau yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk 

perencanaan masa mendatang, analisis ini digunakan untuk mengetahui Perkiraan penerimaan komponen 

potensial sumber-sumber PAD. Rasio Trend Sumber-sumber Penerimaan PAD daerah menggunakan 

persamaan trend linear yaitu Y = a + b X, dimana Y adalah nilai perkiraan kemandirian keuangan daerah, 

sedangkan X adalah periode waktu. 

     

Penelitian Terdahulu 
 

Liswan Rusman (2018) yang berjudul “Analisis Kemampuan Keungan Pemerintah Daerah Palu dalam 

membiayai Pengeluarannya”. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut menunjukkan Lain-Lain Pendapatan 

Asli Daerah yang Sah merupakan sumber-sumber PAD yang memiliki capaian pertumbuhan yang tertinggi 

dengan rata-rata pertahun sebesar 226,08% dan kontribusi terhadap PAD sebesar 40,92% rata-rata per tahun, 

Kemampuan Pemerintah dari sisi penerimaan PAD diklasifikasikan “kurang”, Hasil analisis Rasio PAD terhadap 

Belanja Daerah menunjukan hasil “belum mandiri”, Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2007 kemampuan 

keuangan Kota Palu termasuk dalam kategori “sedang” dan “rendah”, Tingkat derajat desentralisasi fiskal murni 

hasilnya di bawah 50% dan dianggap belum memiliki kemampuan membiayai pengeluaran daerah, Hasil analisis 

berdasarkan formula kapasitas fiskal daerah pada Tahun 2011 – 2013 dikategorikan rendah dan menjadi sedang 

pada Tahun 2014 – 2015, Berdasarkan Rasio DSCR, Pemerintah Kota Palu memiliki kemampuan untuk 

membayar kembali pinjamannya. 

Cruz, F. J. M., dan Antonio, O. C. C. (2018), yang berjudul “Assessing the Revenue Raising Capacity of 

the Local Government of Bongabon in the Philippines.”. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah a. 

calculated collection efficiency is only 20.6% of the total collectibles on Real Property Tax. The average local 
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Usaha Daerah 

Lain-Lain PAD 

yang sah 

Pengeluaran Daerah 

revenue raising capacity of the municipality of Bongabon, Nueva Ecija within the period of 7 years (2011 to 

2017) is only 40.9 % of the externally sourced revenue or IRA  

 Penelitian Suliyaningrurim Ayu Lestari (2019) yang berjudul “The Effect Of Local Government Own 

Revenue And Revenue Sharing Funds On Economic Performance And Community Welfare Through Capital 

Expenditure Of Regency / City In Bali Province, Indonesia”. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut 

adalahLocal government owns revenue, revenue sharing and capital expenditure have a positive effect on 

economic performance. Local government owns revenue, revenue sharing funds, capital expenditure, and 

economic performance have a positive effect on the community welfare. 

 

Model Analisis 

 Ukuran kemampuan keuangan daerah sangat ditentukan oleh derajat desentralisasi fiskal yaitu 

sejauhmana sumber-sumber pendapatan daerah memberikan kontribusi terhadap total penerimaan sebagai sumber 

keuangan dalam pembangunan. Untuk dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal maka sangat diperlukan 

upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sangat menentukan kemandirian 

suatu daerah sebagai daerah otonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tinggi rendahnya PAD 

diakibatkan oleh kontribusi komponen PAD tersebut. Yang menjadi fokus dalam penelitian adalah kemampuan 

keuangan membiayai pengeluaran daerah Kota Manado pada tahun 2012-2018 dan trend kontribusinya selama 

tahun 2019-2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Analisis Kemampuan Keuangan daerah Dalam Membiayai Pengeluaran  

Daerah Kota Manado. 
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METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan Penelitian 

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono dalam Rahmadi (2016) metode penelitian 

kombinasi (mixed method) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara 

metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan 

penelitian, agar dapat diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif. Metode penelitian 

kualitatif ialah metode yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara langsung peneliti 

melakukan penelitian kepada sumber data/informan. Output yang diperoleh dalam metode penelitian kualitatif ini 

adalah berupa dokumen-dokumen, baik dokumen pribadi peneliti, catatan lapangan, ucapan dan tindakan 

informan,. Analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.). 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah  data kuantitatif yaitu yang berbentuk 

angka-angka yang dapat diukur atau dihitung diantaranya : target dan realisasi PAD; Ringkasan APBD Kota 

Manado tahun 2012 - 2018;; Realisasi sumber-sumber PAD dan PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Manado 

dan data kualitatif yaitu yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar, diantaranya : gambaran 

umum Kota Manado, seperti kondisi administratifnya; luas wilayah; jumlah penduduk dan mata pencahariannya; 

letak geografis termasuk batasan-batasannya dengan kabupaten lain. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data runtut waktu 

(time series) yang berkisar antar tahun 2012-2018. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado, yaitu diantaranya sebagai 

berikut : 

1) Data target dan realisasi sumber-sumber penerimaan APBD Kota Manado; 

2) Data target dan realisasi sumber-sumber PAD Kota Manado. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Manado, khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Manado, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Badan Pusat Statistik Kota Manado. 

Dalam Penelitian ini dibatasi pada data keuangan pemerintah daerah Kota Manado pada tahun anggaran 2012-

2018. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring 

informasi kuatitatif dari informan sesuai lingkup penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, jurnal, direktori, dan data-data 

lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud  adalah meliputi data target dan realisasi PAD 

dan APBD di Kota Manado, adapun data tersebut diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Manado, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Daerah Kota Manado.  . 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Data yang ada telah diolah dari instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Manado, 

Selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan :: 

a. Analisis Kontribusi 

b. Analisis Efektivitas 

c. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal 

d. Analisis Trend. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Kinerja  

Analisis Kontribusi 

 

Tabel 1.  Data Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2012-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Pemerintah Kota Manado 2020 (diolah) 

 

Tabel 2.  Trend Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Data Olahan 2020 

 

 

Analisis Efektivitas 

Tabel 3.  Data Perkembangan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran     

2012-2018 

Tahun Efektifitas (%) x x2 xY     

2012 104.33 -3 9 -312.99     

2013 107.55 -2 4 -215,10     

2014 102,18 -1 1 -102.18     

2015 102,82 0 0 0     

2016 109.16 1 1 109.16     

2017 113.04 2 4 226.08     

2018 106.78 3 9 320.34     

Jumlah 745.86  28 25.31     

Sumber Data : Data Olahan 2020 
 

  

Tahun Kontribusi (%) x x2 xY    

2012 91.63 -3 9 -274.89    

2013 88.04 -2 4 -176.08    

2014 82.08 -1 1 -82.08    

2015 83.79 0 0 0    

2016 84.15 1 1 84.15    

2017 86.66 2 4 173.32    

2018 86.31 3 9 258.93    

Jumlah 602.66  28 -16.65    

Tahun Y x Hasil     

2019 Y = 86.09 - 0.59 x 4 83.73     

2020 Y = 86.09 - 0.59 x 5 83.14     

2021 Y = 86.09 - 0.59 x 6 82.55     

2022 Y = 86.09 - 0.59 x 7 81.96     

2023 Y = 86.09 - 0.59 x 8 81.37     

2024 Y = 86.09 - 0.59 x 9 80.78     

2025 Y = 86.09 - 0.59 x 10 80.19     
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Tabel 4.  Trend Perkembangan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2019-

2025 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Data Olahan 2020 

 

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal 

Tabel 5.  Data Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Manado Tahun Anggaran     

2012-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Data Olahan 2020 

 

Tabel 6.  Trend Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli Daerah Kota Manado 

Tahun Anggaran 2019-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Data Olahan 2020 

 

Pembahasan 

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peranserta masyarakat dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang 

penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Permasalahan yang dihadapi 
oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang 

merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, 

tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber 
pembiayaan desentralisasi 

Trend Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado 
Tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami penurunan masing-masing sebesar 83.73%,  83.14%, 82.55 

%, 81.96%, 81.37%, 80.78%, dan 80.19% . Penurunan ini disebabkan karena masih banyak potensi pajak daerah 

C Y x Hasil 

2019 Y = 106.55 + 1.01 x 4 110.59 

2020 Y = 106.55 + 1.01 x 5 111.06 

2021 Y = 106.55 + 1.01 x 6 112.61 

2022 Y = 106.55 + 1.01 x 7 113.62 

2023 Y = 106.55 + 1.01 x 8 114.63 

2024 Y = 106.55 + 1.01 x 9 115.64 

2025 Y = 106.55 + 1.01 x 10 116.65 

Tahun DDF (%) x x2 xY 

2012 17.19 -3 9 -51.57 

2013 17.92 -2 4 -35.84 

2014 19.79 -1 1 -19.79 

2015 16.29 0 0 0 

2016 18.85 1 1 18.85 

2017 20.95 2 4 41.90 

2018 24.86 3 9 74.58 

Jumlah 135.85  28 28.13 

Tahun Y X Hasil 

2019 Y = 19.41 + 1.004 x 4 23.43 

2020 Y = 19.41 + 1.004 x 5 24.43 

2021 Y = 19.41 + 1.004 x 6 25.43 

2022 Y = 19.41 + 1.004 x 7 26.44 

2023 Y = 19.41 + 1.004 x 8 27.44 

2024 Y = 19.41 + 1.004 x 9 28.45 

2025 Y = 19.41 + 1.004 x 10 29.45 
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dan retribusi daerah yang belum digali dan juga disebabkan oleh masalah non teknis dimana dalam perkembangan 

teknologi, belum efektifnya aplikasi atau system pemungutan pajak/retribusi online sebagai contoh orang 
melakukan transaksi pemesanan makanan online melalui gofood atau grabfood seharusnya dikenakan PPn 10% 

tetapi belum semua rumah makan mengaplikasikan nilai pajak terhadap harga menu yang dijual. 
 

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 
Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 melebihi target 

yang telah ditetapkan masing-masing sebesar 104,33%, 107.55%, 102.18%, 102.82%, 109.16%,  113.04% dan 

106.78 %  atau dapat dikatakan sangat efektif  karena berada pada kategori diatas 100% dengan trend 
efektifitasnya cenderung mengalami kenaikan. Pemerintah Kota Manado juga dapat dikatakan memiliki kinerja 

yang baik dalam hal merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan. 
Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan 

penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat 
diperlukan dalam upaya peningkatan Pendapatan. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang 

memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat 
pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama 

pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan Pendapatan, misalnya pendirian BUMD sektor 
potensial, selain itu juga pemerintah harus selalu berusaha meningkatkan system pemungutan pajak/retribusi. 

Semakin banyak digali maka potensi pajak dan retribusi semakin dapat diketahui sehingga setiap tahunnya target 
dan realisasi dapat terpenuhi hal ini juga dapat terbantu bila didukung dengan mekanisme pembayaran pajak 

online yang lebih update dimana mempermudah wajib pajak membayar pajaknya 
 

Derajat Desentralisasi Fiskal 
 Derajat desentralisasi fiskal Kota Manado tahun  2012- 2015 masing-masing sebesar 17.19%, 17.92%, 

19.79%, 16.29% dan 18.85% termasuk kategori kurang, tahun 2017 sebesar 20.95% dan tahun 2018 sebesar 

24.86% termasuk kategori cukup artinya pendapatan asli daerah Kota Manado memiliki kemampuan 
desentralisasi / kemandirian dalam pembangunan daerah dengan trend Derajat Desentralisasi Fiskal Pendapatan 

Asli Daerah Kota Manado tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami kenaikan  
Desentralisasi fiskal yang efektif dilaksanakan dengan prinsip money follows function berimplikasi terhadap 

peningkatan pendapatan dan belanja pemerintah Kota Manado. Pendapatan  pemerintah kota Manado  masih 
didominasi  oleh  dana  perimbangan  yang berasal  dari  transfer  pemerintah  pusat. Persentase  total  dana  

perimbangan pemerintah  kota Manado  terhadap  total  pendapatan pemerintah  masih sangat besar,. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat dalam 

melakukan pembangunan. 
 

PENUTUP 

 

Kesimpulan   
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 

berfluktuasi, pada tahun anggaran 2012 sebesar 91.63% menjadi 88.04% pada tahun anggaran 2013 dan terjadi 

penurunan pada tahun anggaran 2014 sebesar 82.08%, pada tahun anggaran 2015 sebesar 83.79 %, tahun anggaran 
2016 sebesar 84.15%, tahun anggaran 2017 sebesar 86.66 % dan mengalami penurunan di tahun anggaran 2018 

menjadi 86.31%.. Trend Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Manado Tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami penurunan yang disebabkan masih banyak potensi 

pajak daerah dan retribusi daerah yang  belum digali dan juga disebabkan oleh masalah non teknis dimana dalam 
perkembangan teknologi, belum efektifnya aplikasi atau system pemungutan pajak/retribusi online sebagai contoh 

orang melakukan transaksi pemesanan makanan online melalui gofood atau grabfood seharusnya dikenakan PPn 
10% tetapi belum semua rumah makan mengaplikasikan nilai pajak terhadap harga menu yang dijual 

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2012-2018 melebihi target yang telah ditetapkan masing-masing 
sebesar 104,33%, 107.55%, 102.18%, 102.82%, 109.16%,  113.04% dan 106.78 %  atau dapat dikatakan sangat 

efektif. Trend Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun Anggaran 2019-2025 cenderung 
mengalami kenaikan dan berada dalam kategori sangat efektif karena lebih besar dari 100%. Keberhasilan 

mengoptimalkan PAD tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang 
cukup dan sistem kerja yang efektif dengan menerapkan teknologi informasi yang semakin canggih. Selain 
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pentingnya perencanaan dan pelaksanaan dan Penatausahaan, diperlukan pula pelaporan, pertanggungjawaban 

dan pengawasan.   
Derajat desentralisasi fiskal Kota Manado tahun  2012- 2015 masing-masing sebesar 17.19%, 17.92%, 

19.79%, 16.29% dan 18.85% termasuk kategori kurang, tahun 2017 sebesar 20.95% dan tahun 2018 sebesar 
24.86% termasuk kategori cukup artinya pendapatan asli daerah Kota Manado memiliki kemampuan 

desentralisasi / kemandirian dalam pembangunan daerah.  Trend Derajat Desentralisasi Fiskal Pendapatan Asli 
Daerah Kota Manado tahun Anggaran 2019-2025 cenderung mengalami kenaikan,  penyebab terjadinya 

ketergantungan fiscal antara lain tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang 

paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat, kurang berperannya 
perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, masih terdapatnya persaingan antar pemerintah daerah. 

Persaingan ini timbul dari persaingan pajak (tax competition) antardaerah sebagai sumber PAD masing-masing. 
Pemotongan pajak lokal secara sepihak oleh satu daerah guna menarik investor akan diikuti oleh daerah lain agar 

tidak kehilangan investornya masing-masing. Perang tarif pajak inilah yakni menyebabkan PAD lebih kecil dari 
yang seharusnya, kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah 
 

Saran 
 Saran yang dapat diterapkan pemerintah Kota Manado dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan asli 

daerah, yaitu: 
1. Melakukan survey dan membuat data base wajib pajak untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah 

serta melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
2. Melakukan pemeriksaan pajak yang menunggak, tatacara penagihan pajak daerah,dan pelayanan pajak 

berbasis online 
3. Membuat peraturan yang mengatur perencanaan/perumusan potensi dan target pendapatan asli daerah 

4. Pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada  

5. Pemerintah daerah perlu adanya perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah melalui 
pengembangan pajak dan retribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat agar menjadi signifikan untuk 

dijadikan andalan pendapatan daerah. 
6. Pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang kondusif untuk pengembangan perusahaan menjadi 

perusahaan yang profesional, dan secara operasional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja 
kunci perusahaan yang mampu mendorong daya saing. 

7. Pemerintah pusat dalam hal ini perlu menetapkan kebijakan standar tarif pajak yang layak agar penurunan tarif 
pajak tidak berada di bawah batas yang telah ditentukan, juga mengajak pemerintah daerah untuk ikut bersama 

melakukan reformasi perubahan. 
8. Pemerintah Daerah perlu menetapkan batas atas belanja pegawai dan batas minimum belanja modal. 
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